
YOGYA (KR) - HSPG

(Homeschooling Primaga-

ma) menyelenggarakan we-

binar psikologi bertajuk

‘Penguatan Cara Efektif

Guru dalam Mengajar dan

Menangani Peserta Didik

HSPG di Masa BDR’,

Jumat (2/10). Webinar via

Zoom menghadirkan dua

narasumber, Ketua Ikatan

Psikolog Klinis (IPK) Indo-

nesia (periode 2017-2021)

sekaligus pemilik Biro Kon-

sultasi Psikologi Kemuning

Kembar, Dr Indria Laksmi

Gamayanti MPsi Psikolog.

Narasumber kedua Psiko-

log, Nurmey Nurul Chaq

SPsi MAPsikolog.

Staf Psikologi HSPG,

Astrid Rosaria C SPsi me-

ngatakan, webinar diikuti

lebih 300 guru/tutor HSPG

pusat dan cabang di seluruh

Indonesia. Dalam webinar

tersebut kedua narasumber

memaparkan tentang

karakteristik anak dan

masalah-masalah yang

muncul saat Belajar Dari

Rumah (BDR) atau daring.

Misalnya semangat anak

menurun atau anak tidak

mau bergabung dalam ke-

las daring. 

“Para pembicara menu-

turkan perlunya dukungan

dari teman sebayanya juga

orangtua agar anak mau

dan bersemangat belajar

daring,” terang Astrid kepa-

da KR, Minggu (4/10).

Menurut Astrid, webinar

ini sangat penting bagi para

guru/tutor HSPG agar tahu

pendekatan-pendekatan

yang tepat dan efektif dite-

rapkan kepada anak didik

selama BDR. Respons pe-

serta webinar sangat tinggi,

selain jumlah peserta

memenuhi target, para gu-

ru sangat antusias ber-

tanya. 

“Ilmu yang didapat dalam

webinar ini juga bisa dite-

rapkan saat nanti kondisi

normal tidak ada pendemi,”

katanya.

Direktur HSPG Ir Kus-

nanto MM mengatakan, pi-

haknya secara rutin akan

menyelenggarakan webinar

dengan tema berbeda

menghadirkan narasumber

berkompeten.             (Dev)-f

Komandan Sat Pol PP Kota Yogya

Agus Winarto, menyebut sedikitnya

500 warga terjaring patroli akibat ti-

dak disiplin dalam menerapkan

potrokol kesehatan di tempat publik.

Terutama tidak menggunakan masker

sesuai yang diatur dalam Perwal

51/2020. 

“Sanksi itu bukan tujuan kami da-

lam menggelar patroli. Tetapi bagai-

mana supaya warga itu bisa disiplin

menerapkan protokol karena itu

bagian mencegah penularan virus,”

tandasnya, Minggu (4/10).

Sebelum menjatuhkan sanksi, petu-

gas Sat Pol PPKota Yogya sudah inten-

sif melakukan sosialisasi di masyara-

kat. Khususnya melalui gerakan Sapa

Warga yang melibatkan unsur Linmas

dan Dinas Kesehatan. Melalui gerakan

tersebut, Dinas Kesehatan mener-

junkan mobil dengan pengeras suara

dan keliling ke wilayah. Sehingga ma-

syarakat dinilai sudah paham penting-

nya menerapkan protokol kesehatan

dalam kehidupan sehari-hari. Ter-

utama slogan 3M yakni menggunakan

masker, mencuci tangan dengan

sabun, dan menjaga jarak fisik.

Agus menyebut, sosialisasi melalui

Sapa Warga sudah dilakukan sejak

masa awal pandemi virus Korona atau

Maret lalu. Kegiatan itu pun berlang-

sung setiap hari dengan lokasi yang

bergantian. “Idealnya masyarakat su-

dah paham. Tapi jika ternyata belum

sepenuhnya sadar, kami ingatkan lagi

dengan kegiatan patroli,” tandasnya.

Diakuinya untuk mendisiplinkan

masyarakat juga bukan perkara mu-

dah. Harus dilakukan secara terus

menerus supaya menjadikan budaya.

Apalagi adaptasi kebiasaan baru mem-

butuhkan usaha edukasi yang massif.

Sementara fokus utama patroli

penegakan protokol pada tahap awal

menyasar area Tugu, Malioboro dan

Kraton atau Gumaton. Patroli juga

melibatkan unsur dari TNI, Polri serta

organisasi perangkat daerah (OPD)

lain. “Mulai awal Oktober sasaran pa-

troli untuk menertibkan warga dalam

memakai masker kami perluas. Tidak

hanya area Gumaton saja tetapi juga

di wilayah. Gugus tugas yang ada di

kecamatan turut kami libatkan,” te-

rang Agus. (Dhi)-f
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Sanksi Bukan Tujuan Penegakan Protokol
YOGYA (KR) - Sejak pertengahan September lalu Pemkot

Yogya gencar menggelar patroli di wilayah untuk menegakkan
protokol kesehatan. Meski banyak warga yang dikenai sanksi,
namun hal itu bukan menjadi tujuan utama patroli.

KOLABORASIKAN TREN BERSEPEDA

Sektor Pariwisata Perlu Terus Digenjot

HSPG Adakan Webinar Psikologi

YOGYA (KR) - Setelah Yogyakomtek 2020

melewati sembilan hari masa promo bersama

Tokopedia, ternyata masyarakat Yogyakarta

pada umumnya masih menyukai pembelian

produk IT lewat toko (Instore). Ketua Panitia

Yogyakomtek 2020 A Willy Sudjono mengata-

kan, ada beberapa alasan masyarakat

menyukai membeli produk IT lewat toko, an-

tara lain, produk dapat dicoba langsung kua-

litas dan kemampuannya.

Selain itu produk yang dibeli dari toko da-

pat dilihat secara langsung (fisik). Kemudian

sebagian produk dapat diklaim pajak per-

tambahan nilainya di toko yang berstatus

PKP. Alasan berikutnya garansi resmi dari

produk dapat dilihat melalui kartu garansi.

“Jadi, setelah melalui 9 hari pertama masa

promosi Yogyakomtek 2020, nampak berbeda

dengan cerita selama ini, khususnya masya-

rakat Yogya lebih menyukai pembelian

barang di toko tempat penjualan secara lang-

sung, dan Tokopedia hanya dipakai untuk

mengambil program-program promosinya sa-

ja,” terang Willy dalam siaran pers yang dite-

rima KR, Minggu (4/10).

Menurut Willy, fakta menunjukkan bahwa

selama 9 hari penyelenggaraan Yogyakomtek

2020, terungkap hanya 2% masyarakat DIY

yang memanfaatkan pembelian produk IT

lewat toko online di lapak-lapak anggota

Asosiasi Pengusaha Komputer (Apkom)

Jogja. Dari beberapa toko penjual anggota

Apkom yang melayani dan bertanya, nam-

paknya para pembeli lebih mempercayai toko

yang secara fisik dapat dimintai pertang-

gungjawaban purna jual (after sale support)

daripada online, utamanya untuk produk-

produk yang berharga cukup mahal dan me-

miliki risiko besar.

Dikatakan Willy Sudjono selaku Ketua

Apkom Jogja, pengalaman ketidaksesuaian

pembelian juga membuat konsumen malas

melakukan pembelian online, karena

banyaknya toko-toko penjual online (disebut

pelapak) yang tidak bertanggung jawab.

Sementara marketplace yang ada juga kesu-

litan melakukan pemeriksaan siapa saja

yang melakukan penjualan di aplikasi mere-

ka. “Sebagai contoh, pelapak bisa menjual

barang langsung dari luar negeri tanpa

melalui proses importasi resmi (legal) dan ti-

dak dibebani pajak pertambahan nilai, se-

hingga toko-toko penjual produk resmi jadi

kesulitan menjual barang di aplikasi terse-

but,” tuturnya.  

Bagi konsumen yang sadar perihal

keaslian produk, layanan purna jual dan ke-

butuhan perpajakan, sudah pasti penjualan

di toko (instore) lebih diminati daripada pen-

jualan online. Oleh karena itu, penyeleng-

garaan Yogyakomtek tahun ini tidak ter-

pusat di 1 venue, tetapi tersebar di 44 toko

peserta. “Maka Apkom Jogja mencoba mem-

berikan satu instrumen bagi masyarakat un-

tuk mencari tahu sebuah produk atau toko

melalui eKatalog Resmi milik Apkom Jogja

yang beralamat di yogyakomtek.net,” pung-

kasnya.                                                     (Dev)-f

YOGYA (KR) - Tugas pengurus Ikatan

Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) bukan

hanya menjaga dan melestarikan kemabru-

ran haji, tetapi juga dituntut memberdayakan

perekonomian dan kesehatan. Untuk itu

PDHI perlu menjalin kerja sama dengan pi-

hak-pihak terkait dalam upaya menyejahter-

akan anggotanya.

Pernyataan tersebut dikemukakan Ketua

Pengurus Wilayah (PW) IPHI DIY Drs H

Hafidh Asrom MM, ketika melantik Pengurus

Daerah (PD) IPHI Kota Yogyakarta, masa

bakti 2020-2025 di Ruang Bima Kompleks

Balaikota Timoho, Sabtu (3/10). PD IPHI

Yogyakarta diketuai Drs H Haryadi Suyuti,

menggantikan kepengurusan masa bakti

2015-2020 yang diketuai Drs H Moehadi

Moenawir.

“Pengurus IPHI Kota Yogyakarta perlu

memikirkan dan membangun perekonomian

melalui lembaga koperasi agar kehidupan

anggotanya lebih sejahtera,” kata Hafidh

Asrom. 

Disampaikan, IPHI merupakan organisasi

kebajikan umat yang independen. Ia juga

mengapresiasi komposisi dan profil personalia

PD IPHI Yogyakarta yang memiliki beragam

latar belakang pendidikan dan profesi. Hafidh

Asrom berharap antarpersonalia pengurus

saling bersinergi sehingga program kerja yang

disusun membuahkan hasil yang maksimal.  

Usai pelantikan dilanjutkan rakerda untuk

menyusun program kerja masa lima tahun

mendatang. Saat membuka rakerda, Haryadi

Suyuti menekankan pentingnya menyusun

program.                                                               (No)-f

Yogyakomtek 2020 Instore Lebih Diminati

PD IPHI YOGYAKARTA DILANTIK 

Berdayakan Perekonomian Anggota     

YOGYA(KR)- Sektor pari-

wisata di Kota Yogya masih

perlu untuk terus digenjot

karena menjadi andalan un-

tuk kebangkitan ekonomi. Sa-

lah satu yang sudah mulai di-

lakukan Pemkot ialah meng-

kolaborasikan  potensi kam-

pung dengan tren masyara-

kat   gemar bersepeda.

Wakil Walikota Yogya

Heroe Poerwadi, mengung-

kapkan pandemi Covid-19

menimbulkan dampak yang

sangat serius di Kota Yogya.

Terutama bagi sektor pari-

wisata, perdagangan serta

jasa yang menjadi mesin

perekonomian di Kota Yogya.

“Sampai saat ini kita masih

Jogja untuk Jogja. Kita belum

bisa mengundang wisatawan

dari luar kota. Untuk itu

sekarang kita terus sosialisas-

ikan kepada warga Kota

Yogya agar mereka ketika

membeli kebutuhan pokok

belinya di warung sekitar

atau nglarisi tanggane,”

ujarnya, Minggu (4/10).

Ia pun meminta agar selu-

ruh masyarakat tetap harus

optimis bahwa pandemi

Covid-19 pasti akan segera

berakhir dan akan diikuti de-

ngan pemulihan ekonomi se-

cara luas. Sehingga selalu pro-

duktif dan inovatif menjadi

unsur yang cukup penting.

Heroe menambahkan, un-

tuk membangkitkan geliat

pariwisata dan ekonomi war-

ga di Kota Yogya, Pemkot

telah membuat jalur wisata

sepeda. Ada lima rute yang

disiapkan dengan tema dan

jalur atau rute berbeda. 

“Kami memanfaatkan

moment tren bersepeda di

Kota Yogya yang sedang

naik daun. Jika para pesepe-

da itu dapat diarahkan un-

tuk melintasi kampung-

kampung, maka juga dapat

berpotensi meningkatkan

perekonomian masyarakat

di sana,” bebernya.

Ia mengungkapkan ba-

nyak potensi perkampungan

di Kota Yogya yang belum

banyak dikenal masyarakat

luas. Dengan adanya jalur

wisata sepeda ini diharapkan

potensi-potensi yang ada

wilayah dapat terangkat.

“Dengan terangkatnya poten-

si tersebut semoga dapat

menambah perekonomian

warga di sepanjang jalur

tersebut dan menurunkan

angka kemiskinan di Kota

Yogya,” ungkapnya.      (Dhi)-f

PENEGAKAN HUKUM HARUS TAAT HUKUM

Penerapan Sanksi Perwal 51/2020 Inkonsisten
YOGYA (KR) - Upaya

pencegahan penularan

Covid-19 menjadi semangat

bersama kalangan dewan

dan pemkot. Termasuk du-

kungan terbitnya Perwal

51/2020 terkait pedoman

pencegahan dan pengenda-

lian Covid-19. Hanya,

munculnya penerapan

sanksi dalam perwal terse-

but dinilai inkonsisten de-

ngan aturan hukum yang

berlaku.

Anggota Fraksi NasDem

DPRD Kota Yogya Dwi

Candra Putra, menilai regu-

lasi berupa perwal tidak me-

miliki kekuatan hukum un-

tuk menerapkan sanksi.

Terlebih dalam bentuk den-

da sejumlah uang. “Ketentuan sanksi harus dise-

laraskan dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun

2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan. Di sana diatur jika sanksi hanya bisa

dimuat oleh undang-undang, perpu dan perda,” jelas-

nya.

Oleh karena itu, penegakan hukum juga harus taat

hukum. Candra yang duduk sebaga Ketua Komisi A

ini pun khawatir jika ada warga yang cukup paham

hukum tidak akan taat atas Perwal 51/2020 karena

dasar hukum yang lemah.

Dirinya juga menilai, penerapan sanksi dalam per-

wal yang mengacu pada UU

Wabah Penyakit Menular

maupun UU Karantina

Kesehatan menjadi kurang

tepat. Idealnya, acuan

sanksi tersebut ialah UU

Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan.

“Sanksi itu kan pengurang-

an hak seseorang atau war-

ga negara. Karena meru-

pakan pengurangan hak ma-

ka produknya harus di-

hasilkan oleh pemerintah

dan perwakilan masyarakat

dalam hal ini dewan.

Sementara perwal hanya

produk pemerintah,” tandas-

nya.

Sehingga penerapan

sanksi terutama denda akan

lebih tepat jika dipayungi oleh produk hukum berupa

perda. “Kenapa tidak sekalian dibentuk perda. Dalam

perbedaan politik apapun, kita semua sepakat men-

dukung upaya penanganan Covid-19 di Kota Yogya.

Sehingga jika acuan sanksi itu ialah perda maka

akan sulit dikalahkan,” imbuhnya.

Pada kondisi saat ini, proses pembentukan perda

juga tidak akan membutuhkan waktu lama. Apalagi

jika sudah terjadi persetujuan bersama antara kepala

daerah dengan pimpinan dewan. Dengan begitu pene-

rapan sanksi bagi yang melanggar aturan tidak lagi

memunculkan kebimbangan.                               (Dhi)-f
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Dewan Penasihat, Dewan Pembina dan Dewan Pengurus Harian IPHI Yogya-

karta foto bersama Hafidh Asrom.


